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Abstrak
 

Kebijakan legislatif tentang kriminalisasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan bahwa perbuatan pencemaran/perusakan

lingkungan hidup bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan

UUD 1945 dan sebagai alat kebijakan pemerintah yang khususnya bertujuan untuk mengamankan dan

mempertahankan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Kepentingan

hukum yang dilindungi dalam kriminalisasi ini adalah kepentingan pelestarian lingkungan hidup,

perlindungan terhadap kesehatan umum dan nyawa manusia. Melalui kriminalisasi di bidang lingkungan

hidup ini, semua perbuatan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan pencemaran/ lingkungan hidup

diancam dengan sanksi pidana. Namun berdasarkan pertimbangan bahwa hukum lingkungan sebagian besar

merupakan ketentuan hukum administrasi, hukum pidana/sanksi pidana dijadikan sebagai penunjang hukum

administrasi dalam arti hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti

sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif

dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau

perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Kurangnya penjelasan mengenai bagaimana penerapan

asas subsidiaritas dalam konteks penegakan hukum lingkungan, menyebabkan timbulnya berbagai silang

pendapat tentang sanksi yang mana yang seharusnya diterapkan terlebih dahulu dalam hal terjadi

pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997.

......The legislative policy about criminalization in Law Statue No 23/1997 about environment conservation,

applied based a reason every activity that could pollution and destroy environment is not suitable with

religion, Pancasila and UUD 1945 values and as media for government policy, especially for saving and

defending development policy based on life environment orientation. Law tendencies that covered in this

criminalization is for existence of environmental, protecting public health and human being. Trough

criminalization in environmental, every activity that caused or potentially caused pollution of environmental

could be punishing by crime law. But according to perspective that almost of environment law is

administration law, crime law could give contribution toward administration law, in a meaning that crime

law must be enforcement in another legal subject. Such as administration sanction and reconciliation of

environment conflict is ineffectively and level of crime activity and it could cause a horror of public. Less

explanation about applied sub siderite aspect in legal enforcement context caused many miss understanding

about sanction that should be applied firstly, in facing many criminalities as mentioned in Law Statue No

23/1997.
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